BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT

NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PENERAPAN SISTEM DANA
BERGULIR ALAT DAN MESIN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

bahwa alat dan mesin yang dibagikan sebagian
besar sudah berusia diatas 5 tahun sehingga sistem
Dana Bergulir dianggap kurang efesien, karena
memerlukan biaya monitoring yang cukup besar;

bahwa Penerimaan dan penyimpanan Dana Bergulir
pada bendahara penerimaan tidak sesuai lagi
dengan peraturan yang berlaku saat ini, maka
dipandang perlu untuk mencabut Peraturan Bupati
Kutai Barat Nomor 54 Tahun 2007 tentang
Penerapan Sistem Dana Bergulir Alat Dan Mesin
Pertanian Pada Dinas Pertanian Kabupaten Kutai
Barat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pencabutan Atas
Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 54
Tahun 2007 tentang Penerapan Sistem Dana
Bergulir Alat Dan Mesin Pertanian Pada Dinas
Pertanian Kabupaten Kutai Barat.

Pasal 18 ayat (6) Uandang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten
Malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai
Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten
Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai
Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74,
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10.

11

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3962);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007

tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007



Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4738);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 21
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Dana Bergulir
Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Barat Nomor 178).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN ATAS
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PENERAPAN
SISTEM DANA BERGULIR ALAT DAN MESIN
PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN
KUTAI BARAT.

Pasal 1
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Kabuapten Kutai Barat Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Penerapan Sistem
Dana Bergulir Alat Dan Mesin Pertanian Pada Dinas Pertanian Kabupaten
Kutai Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal 8 Juni 2016.

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd
FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal 8 Juni 2016.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd
AMINUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 NOMOR 19.
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